BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan setelah dilakukan
pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Menentukan konflik norma hukum lex specialis dan lex generalis sebagai
dasar pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara

Hasilnya penelitiannya dalam pengaturan dan pengurusan Urusan
pemerintahan merupakan segala hal yang terkait dengan pengelolaan negara
dan masyarakat oleh pemerintah. Ini meliputi pengambilan keputusan,
pembuatan kebijakan, penyelenggaraan layanan publik, dan penegakan
hukum. Ternyata sejak perkembangan urusan pemerintahan sampai sekarang
adanya konflik kepetingan yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan dan
kewenangan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara yang berdampak pada penerapan prinsip norma hukum
lex specailis dan lex generalis dalam norma hukum untuk pengurusan dan
pengaturan urusan pemerintahan dalam satu kementerian. Dalam hal konflik
lex specialis dan lex generalis dapat dianalisis dari 4 aspek dengan tujuannya
untuk menentukan konflik yang sesungguhnya terjadi yaitu perkembangan
pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan

pengaturan tentang kementerian, sistem pemerintahan Indonesia pada
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kementerian, konsep norma validasi pada urusan pemerintahan, sebagai
pemberlakuan norma sebagai pijakan pada kementerian tersebut, yang
ternyata mengakibatkan bahwa segera adanya penentuan satu urusan
pemerintahan dalam satu tanggung jawab kementerian yang sangat luas pada
pelaksanaannya. Karena mengingat bahwa sejak dekrit 5 Juli 1959 presiden
dan amandemen UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri itu bukanlah pejabat
tinggi negara yang biasa, hal ini mengakibatkan juga bahwa pemimpin
pemerintahan yang sesungguhnya adalah kementerian dalam bidangnya
masing-masing. Urusan pemerintahan sangat penting karena berkaitan
langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan berdampak pada
kemajuan dan kesejahteraan suatu negara.

Penyelesaian konflik norma hukum terkait pengaturan dan pengurusan
urusan pemerintahan dalam perspektif norma hukum lex specialis dan
generalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

Kementerian Negara

Penyelesaian konflik norma hukum pengaturan dan pengurusan
pemerintahan lex specialis dan generalis dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menunjukkan bahwa subtansi
penjabaran termuat adanya pelaksanaan kekuasaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kementerian yang harus dilakukan secara efektif,
efisien dan bertanggung jawab serta diarahkan dalam memperkuat sistem
presidensial yang di jalankan. Jika dalam satu tugas kementerian ada dua
kementerian yang menjadi tanggung jawabnya pada ketentuan urusan mana
sebagai pelaksanaan aturan yang akan digunakan sebagai pemberlakuan

spesialis atau generalis maka penyelesaiannya disesuaikan kondisi
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pelaksanaan wewenangnya dan norma yang umum dan khusus yang di
sesuaikan pada kententuan subtansi yang di jabarkan. Jika memverifikasikan
jenis urusan pemerintahan dan norma pada perundung-undang yang hendak
dijalankan oleh kementerian klaster atau semakin ke atas harusnya bersifat
umum sehingga daya laku tidak cepat ketinggalan begitu pula sebaiknya jika
jenis urusan di kKhususkan pada perintah dan norma perundung-undang
semakin ke bawah dirumuskan lebih teknis lagi ruang penafsiran atas
pelaksanaan urusan pemerintahan dan norma yang akan dilaksanakan ruang
penafsiran yang harus jelas dengan tugas kementerian yang menjadi tugas
pokok di bidangnya, karena pada prinsipnya norma dalam perintah khusus
dan umum sebagai salah satu klaster urusan pemerintahan yang di sesuaikan
dalam norma sebuah peraturan perundang-undangan untuk penerapan bahwa
penyelesaian konflik setiap norma untuk urusan pemerintahan harus
memperhatikan norma yang dinyatakan sebagai norma yang khusus apabila
anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci (key
factor) yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum. Hal berlaku jika
temukan bahwa yang specialis belum tentu sebagai klaster yang perintah
yang khusus dan klaster yang umum belum tentu sebagai perintah yang
khusus pula. Hal ini juga tidak dengan omnibuslaw yang sekarang digadang-
gadang menimbulkan masalah sebagai salah satu koordinasi peneyelesaian
ataupun dengan penyelesaian dengan menggunakan metode mediasi yang
menjadi  pelopor vyaitu Kementerian Hukum Dan Ham vyaitu
PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni

Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.
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B. Saran

Pada ketentuan urusan pemerintahan yang akan di jalankan oleh kementerian
berada pada ketentuan Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
sebagai condong subtansi agar menteri-menteri bergerak sesuai Kinerja dan
kementeriannya masing-masing, jadi harus di perhatikan lagi tugasnya dalam
bentuk apa dan perintah bersifat umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
menetapkan ruang lingkup dan batasan kewenangan masing-masing kementerian
dengan lebih jelas, sehingga meminimalisir konflik kewenangan antar kementerian
dan memastikan bahwa setiap kementerian menjalankan tugas sesuai dengan
mandat yang diberikan oleh undang-undang. Jika substansi pada Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara frasa pasal 4 dan 5 yang menyebutkan
jenis-jenis urusan pemerintahan harusnya di perhatikan lagi penjabaran norma
sebagai pengurusan dan pengaturan kewenangannya yang terkandung pada asas
tujuan jelas dan asas organ yang tepat agar undang-undang rezim bersifat politik ini
terarah atau pun usulan modifikasi setiap menteri dengan perintahnya dengan satu
urusanya yang di jabarkan agar setiap menteri tidak overlapping pada atauran yang
sama dalam bentuk tugasnya sama agar tugasnya jelas sebagai ius constituendum
kedepannya. Jika konsep negara harusnya the rule of law yang di sesuiakn takutnya

dengan adanya konflik ini menjadi the rule of by law.
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